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ABSTRAK

Demi terciptanya kepastian hukum terhadap hak
atas tanah yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat maka
proses sertifikasi tanah pertama kali dilaksanakan dengan
cara sistematik dan sporadis. Pada Tahun 2019, Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul mendapatkan kuota pendaftaran
tanah secara sistematikesebanyak-27:000 sertifikat melalui
Peraturan Menteri No.6 Fahun 2018 Tentang Pendaftaran
Tanah Sistematis‘Lengkap. Kegiatan-PTSL tersebut akan
menyasar pada 50+Desa vang tersebar<di 12 Kecamatan.
Namun pada kenyataannyaj pesa Ngalang tidak menjadi
salah satu desa yang..menerima.kuote Program PTSL

tersebut. Bej ' | N pertanyaan

mengapa memiliki

Sertifikat H ili ampak yang

otas tanal Y AT EPISPARATE! Bﬁiﬁ Vi yeecamatan
Ged , .
wSUNAN"KALIJAGA
Jev’,s 6netijiav irA aiiélzi& pﬁelit.iaA lapangan
dengan pendekatan yuridis empirik. Adapun sifat penelitian
ini adalah deskriptif analitis. Sedangkan metode analisis
data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam
metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara
yang mendalam disertai dengan kelengkapan dokumentasi
dan dilengkapi dengan sumber — sumber hukum materil.



Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan
bahwa 70 persen masyarakat Desa Ngalang belum memiliki
sertifikat hak atas tanah, dikarenakan Desa Ngalang tidak
mengajukan permohonan untuk mendapatkan Program
PTSL kepada BPN, karena adanya Proyek pembangunan
jalan dan pembangunan Jembatan Nguwot berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten,Gunungkidul No. 6 Tahun
2011 Tentang Réncana.Tata Ruang-\Wilayah Kabupaten
Gunungkidul Tahun2010=2030 yang menyebabkan tidak
adanya program’ pendaftaran tanah secara sistematis di
Desa Ngalang. Kemudiang untuk: kegiatan pendaftaran
tanah secara sporadik, sekitar 50-persen masyarakat masih
tidak tahu bagaimana caragmendaftarkan tanahnya dan
beranggapa |. Adapun
iki sertifikat

dampak dar lum me
adalah memyiki yan k sempurna

sebagai alat buk .
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara lahiriah, tanah merupakan elemen
terpenting untuk keberlangsungan hidup manusia. Oleh
karena itu, bagaimana tamah itu dikuasai oleh manusia
baik sebagai individi maupuatkelompok, bagaimana
Negara mengaturdan mengelola penguasaan atas tanah
dan bagaimiana penguasaan tersebup di jamin oleh
hukum, menjadivisu yang sangatpenting dalam sejarah
peradaban umat= manusiat ~indonesia merupakan
Negara agraris dan sebagian besar masyarakatnya

hingga A “herg pada tanah.

Bagaim objek ut yang harus

dimiliki a pan agraria,
baik yang pengadaan  lahan pertanian
SUNAR RALITAGAS
t u jante ]< a®  bagi
masy¥al® )Gg %eAnKilAdiR)e];sA. Dalam
lingkup perkotaan tanah memiliki peranan utama

sebagai lahan perkantoran dan pemukiman. Oleh
karena itu, tanah tidak bisa lepas dari kehidupan

! Arie S. Hutagalung, dkk., Hukum Pertanahan Di Belanda
dan Indonesia, cet. Ke-1 (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), him. vi.

1



manusia, tanah menjadi kebutuhan pokok yang
mendasar dan menjadi tempat bagi manusia menjalani
kehidupannya serta memperoleh sumber untuk
melanjutkan hidupnya.?

Pada tanggal 24 September 1960 lahirlah
sebuah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokak-Pokok Agraria (UUPA).?
Lahirnya UUPA-adalah sebuah.amanah dari Undang-
Undang Dasar 2945 (JUD 1945) Pasal 33 ayat (3)
yang menyatakan-bahwa bumi dan air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan’ - untuk sebesar-besar

kemakmuran‘rakyat.®

an manusia
mempuay@i arti i ili ngsi ganda,
yaitu se | soci i set. Sebagal
social asset engikat kesatuan
sosialS T\ Tda135dA MALs LIINAV ERSKT Yidup dan
k&UaNAlgNm MHJ AZGApakan
YOGYAKARTA

2 Mariot P. Siahaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (Teori dan Praktek), (Jakarta: Rajawali Press, 2005), him. 1.

3 Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah
Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria, Isi  dan
Pelaksanaannya), cet. Ke-10 (Jakarta: Djambatan, 2005), him. 1.

4 Indra Nolind, UUD RI 1945 & Amandemen (Bandung:
Pustaka Tanah Air, 2011), him. 4



faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh
sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus
sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi.®
Secara singkat, kebutuhan akan tanah tidak
mengenal kota atau desa, dimana pun tanah akan
dibutunkan untuk melanjutkan kehidupan umat
manusia. Secara fungsi, baik asset social maupun asset
capital memiliki-kebutuhan yang-berbeda antara tanah
di kota dan |desa. Secara umum, pengelolaan tanah
yang ada didesa masth merupakan pengelolaan untuk
pertanian, perkebunam dan rperternakan.  Sesuai
semangat tanah_untuk kemakmuran rakyat maka,
masyarakat sebagar penggarap tanah harus memiliki

hak pe

sebagai i. I kebutuhan hak
atas tan (1) dan (2)

menegaskan Ikan kepada dan
dipur§dA BleH SkASYAR K NEVERSIAIX  maupun

bslnl MNerKM‘BJAG}A untuk
mem¥rdidei€n Nhal\ddoaA it kApakmuran
masyarakat Indonesia. Adapun hak atas tanah yang

harus dimiliki masyarakat untuk dapat mengelola

tanahnya tanpa ada penindasaan dan perampasan

5 Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum, cet. Ke-1, (Malang: Bayu Media Publishing,
2007), him.1.



adalah hak milik yang tertuang di Pasal 16 ayat (1)
UUPA.

Kekuatan hak milik atas tanah tersebut dapat di
buktikan dengan adanya surat tanda bukti hak, yang
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, yang mana
masyarakat yang memiliki surat tersebut akan dapat
menguasai tanah dan mengelola tanah tanpa tekanan
oleh pihak managpun.® Permyataan|ini kemudian juga
dikemukakandidalamgPeraturampPemertintah (PP) No.
24 Tahun 1997°Pasal 32 ayat (1):

“Sertifikat. merapakan surag tanda bukti hak

yang berlaku sebagail alat pembuktian yang kuat

mengenar datafisik dan data yuridis yang

SEARR: W@MMWE&HJW sertifikat

e ok INAN AR A CacAnanye

amanyh €A RY2A K AUR T5245A Vemiliki

sertifikat hak atas tanah juga dapat menghindarkan
konflik pertanahan.

Desa Ngalang adalah salah satu desa yang

berada di daerah Kecamatan Gedangari, Kabupaten

6 Pasal 19 ayat (1) UUPA



Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
mayoritas penduduk di Desa Ngalang memiliki
pekerjaan yaitu petani dan tidak bekerja.” Hingga saat
ini, sektor pertanian merupakan mata pencaharian yang
paling dominan dalam menentukan kesejahteraan
masyarakat yang ada di Desa Ngalang, walaupun Desa
Ngalang tidak sama sepgrti daerah lain yang memiliki
tanah yang subuis Desa Ngalang dengan ketinggian
tanah di rata-ratayl00 m drétas permukaan laut dengan
curah hujandrata-rata.d,8 mm danqumlah hari hujan
rata-rata 85 hara.per tahun. Puncak hujan terjadi pada
bulan Desember_sampai dengan bulan Februari tiap
tahunnya. Suht™udaraferkisar antara 27°C sampai

dengan

galang bisa
disebut hujan, yang
artinya
penghujan kemarau untuk
tananSehAd e ASEAMIGN WV ERSENYing sektor
pwrNArNda;KAllellM Asektor
perkdYur€) GeeYaAn K nderRkaf Aan  lain

sebagainya.

7 https://ngalang-gedangsari.desa.id/first/statistik/pekerjaan
diakses pada pukul 15:50 tanggal 04 April 2019

8 https://desangalang.wordpress.com/about/  diakses pada
pukul 16:01 tanggal 04 April 2019



https://ngalang-gedangsari.desa.id/first/statistik/pekerjaan
https://desangalang.wordpress.com/about/

Kondisi kepemilikan atas tanah di Desa
Ngalang hingga saat ini masih sangat minim, dalam
arti, untuk keperluan baik dibidang pertanian, tempat
tinggal, perkebunan, dan pertenakan rata-rata masih
diatas tanah yang belum memiliki sertifikat yang dapat
menjamin kepemilikan hak atas tanah tersebut.

“masih banyak warga di Desa ngalang yang

belum memuiki SHM,-khusus nya di Dusun

Kenteng.:Malah_disini_ memang jarang terjadi

konflik “pertanahan, tetepr ‘keperluan adanya

SHM ¢ kan sangat, penting«bagi masyarakat

walaupun_tidak pernah ada konflik yang nyata

dilapangan,”  muangKkin Untuk  keperluan

JERin

sarkan asi penyusun

dapatkan me e ondisi Hak Atas
tanahSil Adsk NGLAMIC UNIVERSITY

SUMN MM'AGA}ermni
memBaf Daak Yoalada AR ToaA memiliki
waktu untuk dapat mendaftarkan tanahnya ke Badan
Pertanahan Nasional (BPN). Masih banyak juga

masyarakat yang belum mengetahui bagaimana cara

® Wawancara dengan Pak bowo, Kepala Dukuh Dusun
Kenteng, Ngalang, Gedangsari, Yogyakarta, tanggal 20 Maret 2019



mendaftarkan tanahnya. “kendala terbesar kami ketika
mendaftarkan tanah adalah biaya.”'® Banyak juga
tanggapan masyarakat ketika mendaftarkan tanah akan
terkena biaya ratusan hingga jutaan rupiah. Sesuai
dengan tradisi masyarakat pedesaan, jika satu isu
muncul maka isu tersebut akan cepat tersebar.!!
Dengan demikian, jikaada satu orang yang pernah
mencoba mendaftarkan tanah, lalu-terkena biaya mahal,
maka masyarakat yang lainnyastidak akan mencoba
mendaftarkan tanahnya.  Masalah“ seperti ini terus
bergulir hingga, akhitnya, banyak «masyarakat yang
belum memiliki'sertifikat hakémilikiatas tanahnya.
Kondistsepertiggmi™ hendaknya pemerintah

ang ada di

masyarakar. erintah dan
masyara a ada upaya

pemerintah sikan  program

pend T AR EnkiaAMben UNIMERST T us  dapat

mSU MAthKyArlelllAgAt hak
miYy O GYAKARTA

10 Wawancara dengan ibu Endang, Ketua Kelompok Wanita
Tani (KWT) Dusun Kenteng, Ngalang, Gedangsari, Yogyakarta,
tanggal 19 Maret 2019

11 Wawancara bapak sujadi, warga sepun RT. 04 Dusun
Kenteng, Ngalang, Gedangsari, Yogyakarta, tanggal 20 maret 2019



Dalam UUPA sebagai peraturan tertinggi yang
mengatur mengenai keagrariaan dan pertanahan dalam
salah satu pasalnya yaitu pasal 20 ayat (1) telah
mengatur dengan sangat jelas mengenai penguasaan
hak atas tanah oleh individu, yang mana penguasaan
tanah dan pemilikan bukti sah adalah salah satu bukti
agar masyarakat dapat, mengelola tanah sebagai
penunjang baik.kehidupan pribagi maupun kehidupan
bernegara.

Melihat™ kondist “permesalahan yang terjadi
dimasyarakatdiDesa Ngalang,;maka penyusun tertarik
untuk mengkaji permasalanan mengapa masih banyak

masyarakat di"Desa Ngalang befum memiliki sertifikat

hak milik. i un  menulis
peneliti kondisi apa
saja va I bagaimana
respon mas a agraria sejati,

dapatS Felikad SLAMIG4INIMERSAT Y dilakukan
SUNAN KALJAGAger
reforiya €@Jrafia Y ti8yd AR Ferfokat dari
permasalahan tersebut penyusun hendak melakukan
sebuah penelitian dengan judul “Sertifikasi Hak atas
Tanah di Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari,

Kabupaten Gunungkidul”.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan paparan latar belakang masalah di
atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan
yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, antara lain :
1. Mengapa masyarakat Desa Ngalang, Kec.
Gedangsari, Kab. Gunungkidul masih banyak yang
belum memiliki Sertifikat Hak milik atas tanah?
2. Apa dampak.yang ditimbuikan akibat dari tidak
adanya sertifikat hek milikk atas tanah terhadap
masyarakat Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari,

Kabuaten Gunungkidul2

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejal asalalbdi atas, maka

a. U ej na mengapa

| STAPE TSTARMICTINIVERS Ty ccamatan
SUNAN KALIJAGA™"
VOGYAKARTA

ntuk —menget Sejaun’ mana dampak
terhadap masyarakat Desa Ngalang yang tidak
memiliki sertifikat hak milik atas tanah.
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2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penilitian ini nantinya

diharapkan mampu memberikan kontribusi, antara

lain:

a. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan
dapat menambah,ilmu pengetahuan di bidang
ilmu hukuim dan hukum.agraria.

b. ManfaatPraktis
Memberikan informasi ~kepada masyarakat,
perangkat desa,pejabatipembuat akta tanah dan
pemerintal-untuk imemperhatikan masyarakat

yang befum memilikisertifikat Hak milik atas

h
D. Telaah taka
B el berbagai

“PRYRTE ISERMTE TINTVERSTH" 1o
SUNAN KALITAGA™

per Cf ? | k/)& m@sy rakat yang
belum mensertitTikatkan tanannya di  Desa iNgalang,

Kec. Gedangsari, Kab. Gunungkidul baik itu tulisan
yuridis maupun sosiologis. Oleh karena itu, untuk
menjamin keaslian dalam penelitian ini penyusun akan
memaparkan beberapa hasil tulisan terdahulu yang

masih berkaitan. Selain menjadi sumber rujukan,
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tulisan-tulisan  tersebut juga berfungsi sebagai
pembanding agar memperlihatkan perbedaan dalam
karya yang hendak disusun. Meskipun sejauh
pengamatan penyusun sampai Ssaat ini belum
menemukan karya ilmiah yang serupa fokus
pembahasannya pada kesadaran masyarakat dalam
mendaftarkan tanahnya.

Karya pertama yang.perlu ditinjau adalah
skripsi milik Jalu Akbar Kusuma dengan judul
“Kesadarand Hukum Masyarekat sDalam Rangka
Pendaftaran (Tanah (Stvdi Kasus di Kampung Pulo,
Bekasi Selatan). *? Penelitian tersebut

menitikberatkan penelitian nya membahas bagaimana

melihat mengambil

Bekasi Selatan
dibid A §dndlaAMI G AN IV ERS T h¥daftaraan

taSrU/N A(NnkKA 'J.HI lAGtA)anyak
masy¥al@) d(Gac¥h Aafuh AR o TreAyurungkan

niat untuk mendaftarkan tanah.

12 Jalu Akbar Kusuma, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam
Rangka Pendaftaraan Tanah (Studi Kasus di Kampung Pulo, Bekasi
Selatan),” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Program Studi llmu
Hukum, Fakultas Hukum, (2018)
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Karya kedua yang perlu dilihat adalah
penelitian karya Fitaya Khotijah dengan judul
“Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran
Tanah di Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon
Kabupaten Kendal.”** Dalam penelitian ini penyusun
memberikan gambaran bagaimana kondisi masyarakat
di Desa Pekuncen 4 dalam kesadaran untuk
mendaftarkan tanahnya. (Sebenarnya penelitian ini
mengungkapkan bahwa masyarakat di Desa Pekuncen
sudah  bapyak ~yang “sadar akan pentingnya
mendaftarkan tanahnya ke KaniorsPertanahan, akan
tetapi kendalanya adalah pestimasi jarak yang cukup

jauh dari desa™ke™ Kantor Pertanahan setempat.

Penyus ' sosialiasasi

massal dari

hasil DA A XEAMAL NN ERST Edgan judul
SIUKMM HKA" MMAYZ dan
Keta¥ar(Quin NWosrdGr A A2 Andaftaran

Tanah di Sulawesi Selatan.”** Dalam penelitiannya

13 Fitiya Khotijah, “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam
Pendaftaran Tanah di Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten
Kendal,” Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Jurusan Politik dan
Kewarganegaraan, Fakultas llmu Sosial, (2015)

14 Ananda Eka Putri, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap
Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat di Bidang Pendaftaran
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penyusun menjelaskan bahwa kondisi masyarakat di
Sulawesi Selatan sudah memiliki kesadaran dan
pengetahuan hukum yang tinggi akan pentingnya
mendaftarkan  tanahnya. Penyusun menemukan
kendala yang cukup unik kenapa masih banyak
masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya di
Kantor Pertanahan yaitu masyarakat di Kabupaten
Pangkep masih.banyak yang,mengikuti kultur budaya
orang-orang duju; bahwa dengan |merasa aman saja
mereka dapat memiliki dandmenguasai tanah tersebut,
selain itu tipe masyarakat setempatyang keras kepala
dan sulit diatur juga menjadi salah satu faktor

penghambat Tajunya tmgkat kesadaran dan ketaatan

judul . ; milikan Sertifikat
TanaSTS%HaléaliSBaMlﬁnblhbb\ﬁER%ﬂ‘l(ﬂmk Atas

SAINAN KAL) A€s Acntang
Pend¥fta(@) ((pn¥h AiKoAs Retf Aecamatan

Bandungan Kabupaten Semarang.”*® Berdasarkan

Tanah di Sulawesi Selatan,” Skripsi, Universitas Hasanuddin, Fakultas
Hukum, (2013)

15 Rofi Wahanisa, dkk.,”Sosialiasi Pentingnya Kepemilikan
Sertifikat Tanah Sebagai Bukti Penguasaan Hak Milik Atas Tanah
Berdasar PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Desa
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hasil evaluasi, pengamatan dan tanggapan langsung
dari peserta pelatihan, kegiatan pengabdian ini cukup
berhasil mengingat adanya peningkatan pemahaman
mengenai pentingnya kepemilikan sertifikat tanah
sebagai bukti penguasaan hak atas tanah Partisipasi dan
responsi peserta juga sangat baik, terlihat dari
banyaknya tanggapan dan pertanyaan yang diajukan,
termasuk dilihat, dari  jumlah. hanyaknya jumlah
peserta, keaktifany dangdiSKusi.

Secara “singkat, setelah™ mencermati dengan
seksama empatekarya penelitian 4lmiah diatas, bahwa
masalah yang akanpenyusunteliti memiliki perbedaan

yang cukup™agar tidak” ‘terjadi kesamaan dalam

rbedaan dari
diatas lebih
rakat dalam

melakukan : ngkan penyusun
akan SHAJE BSAM G AN VRRSEEK At belum

n‘SMiNrA&NaKArLal lAﬁAdalam
memAn( nd0serNfikAkalCtafAh RasYerafAat di Desa

Ngalang.

Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, ” Jurnal Abdimas,
Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum.
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E. Kerangka Teoritik
1. Teori Administrasi Pertanahan

Menurut Leonard B. White, administrasi
adalah suatu proses yang umum ada pada usaha
kelompok kelompok, baik pemerintah maupun
swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam
ukuran besar maupungkecil.'® Menurut pendapat A.
Dunsire administrasi 'diartikan sebagai arahan,
pemerintahafn, > kegiatan implementasi, kegiatan
pengarah@n, penciptaan prinsip-prinsip
implementasikebijakanpublik; kegiatan melakukan
analisis, menyeimbangkan dan 'mempresentasikan

keputusan, pertimbafn@an-pertimbangan kebijakan,

mpok dalam

adalah suatu usaha
daﬁléﬁaﬁamﬁm I&M'&éﬁ%ﬂ%men yang
| a jakan-

keMJa@ @eYntAdléld&lgRerInaﬁﬁn dengan

menggerakkan sumberdaya untuk mencapai tujuan

16 Kencana Syafie. Sistem Administrasi Negara Republik
Indonesia (SANRI). (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), him. 22.

17 Yeremias. Keban. Enam Dimensi Strategis Administrasi
Publik. Konsep, Teori Dan Isu. (Yogyakarta : Gava Media, 2008), him.
2.
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sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.®
Administrasi pertanahan merupakan suatu usaha
dan  manajemen yang berkaitan  dengan
penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah di
bidang pertanahan dengan mengerahkan sumber
daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan
ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku.
Dengan demikian maka, adiministrasi pertanahan
merupakan bagian dariAdniaistrasi Negara.
Tuayuan pembangunan di bidang pertanahan
adalah menciptakan kémakmuran dan
meningkatkan_Kesejahieraan ' rakyat. Pencapaian

tujuan tersebut difaksanakan dengan pengelolaan

administrasi
an Presiden
No. ertanahan.

an bahwa untuk

ménlaliE k8BAMH Ghdd NV ERDA¥N  hukum
SLJ/MN KA(LWI&]AWG@dakan
peXiafidadD st Wh Ae G ridadR el meliputi
pengukuran, pemetaan, pendaftaraan hak-hak atas
tanah, peralihan hak-hak tersebut kepada pihak lain,
serta tujuan utamanya dari UUPA yaitu pemberian

18 Rusmadi Murad, Administrasi Pertanahan Pelaksanaannya
dalam Praktek. (Bandung : Mandar Maju, 1997), him. 4.
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surat tanda bukti hak yang merupakan alat bukti
yang kuat.
2. Kepastian Hukum

Ajaran Cita Hukum (ldee des Recht)
menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang
harus ada secara proporsional, yaitu kapastian
hukum (rechtssicherkeit), keadilan (gerechtigkeit)
dan kemanfaatan  (zweckmasigkeit). Sekiranya
dikaitkan | dengang, teori ~9pénegakan  hukum
sebagaimana disampatkan oleh“Gustav Radbruch
dalam idee des rechtyaitu peaegakan hukum harus
memenuhi ketiga.asas tersebut.'?

Sebagai konsekuensi pengakuan Negara

masyarakat

, seseorang akan
|e&ﬂ%§al§#@%&ﬁaﬂemwﬁ&§!ﬂa¥ tanahnya
HAGA

pMak

YOGYAKARTA

19 Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum
Oleh Hakim,” Jurnal berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober
2007, Yogyakartaa: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, him.
388

20 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah
Pembentukan Undang- undang Pokok Agraria Isi dan
Pelaksanaannya, him. 238.
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Menurut ~ A.P.  Parlindungan,  untuk
mengatasi permasalahan agraria harus berpijak pada
satu teori tenang pandangan mengenai Political
Will, pandangan mengenai permasalahan Planning
Political Will, pandangan mengenai Programming,
pandangan mengenai pengawasan, dan pandangan
mengenai ketahanap nasional.?® Dengan ini
diharapkan terwujtidnya eita-gita kepastian hukum
atas tanahdilmdonesiaiini.

Renerbitan <sertifikat” tanah oleh kantor
Pertanahan (BPN) adalah perbuatan hukum dalam
bidang tata | usana’ Negara. Penerbitan sertifikat
tanah melalur—prosedur—yang" ditentukan oleh
1997 adalah

administrasi

ibat hukum.

dan  melindungi
§eﬁwT|MéErtlﬁkAM1452EME BikhYiu pemilik

M AN El&Alml)J AlGAdI&kUI
keYer(kanyaYanA ik ApdRnafis Aelain juga

2L A P. Parlindungan, “Permohonan Kepastian Hukum Atas
Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Yang Berkaitan,” Makalah
Seminar Fakultas Hukum USU tanggal 19 Oktober 1996, him. 2.

22 pdrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah,Ed.1. Cet.ke-2,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), him. 241.
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memberikan kepastian hukum terhadap tanah
tersebut pemerintah haruslah juga memberikan
perlindungan hak atas tanah baik kepemilikan
secara individu maupun komunal. Kepastian dan
perlindungan yang pasti tersebut mempengaruhi
kesejahteraan masyarakat yang telah diamanahkan
oleh Undang-Undang,Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).

. Kesadaran Hukum
Dalam . kaitanaya jada teori kepastian
hukum diatas untuk menjamin hukum menjadi hal
yang baku<dan statisy harus diperlukan sebuah
kesadaran' hukum. oleh settap individu agar dapat

menjalankan kehidopan yang selaras di Negara

aran hukum

ar diartikan

merasa, keadaan yang

seShAR llegH%YERﬁbEYKesadaran
SM a IAQM tJ‘Ael«g!r]Aw(:kéa akan
di%@@mYdiAil& i&)a&l TerAAran yang

dibuat sesuatu kekuasaan atau adat yang dianggap
berlaku oleh dan untuk orang banyak (manusia dan
masyarakat) atau segala perundang-undangan,
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peraturan dan ketentuan dan sebagainya untuk
mengatur hidup dalam masyarakat.”?®

Dalam  bukunya Soerjono  Soekanto
menyatakan ada 4 indikator terhadap kesadaran
hukum di masyarakat yaitu:>* Pengetahuan tentang
peraturan-peraturan hukum; Pengetahuan tentang isi
peraturan-peraturan ghukum; Sikap terhadap
peraturan-peraturan ©  Aukuim;, ~ dan, Pola-pola
perikelakugan aukum

Berkaitan dengan indikator diatas, Otje
Salman menjelaskansindikator seperti dibawah ini,
antara laing

a) Indikator “pertama adalah pengetahuan
mengetahui
ntu itu telah

hukum yang

hukum tertulis
STATEnESbAMIK AIPHMERS X lis.

SUNAN: KAL!JACGAwuna
Y O Gu Ak Trodpasi yang

dimiliki seseorang mengenai isi peraturan

2 AW. Widjaja, kesadaran hukum manusia dan masyarakat
pancasila (Jakarta: CV.Era Swasta, 1984), him. 14.

24 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukumé& Kepatuhan Hukum
(Jakarta: Rajawali, 1982), him. 159.
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dari suatu hukum tertentu. Pemahaman
hukum disini adalah suatu pengertian
terhadap isi dan tujuan suatu peraturan
dalam hukum tertentu serta manfaatnya
bagi pihak-pihak yang kehidupannya
diatur oleh peraturan tersebut.

c) Indikator yang ketiga adalah sikap
hukuin, yaitu Suatu-kecenderungan untuk
menerimag, Jhukum. & karena  adanya
penghargaan terhadap shukum sebagai
sesuatu .« yang bermanfaat  atau

menguniungken® jika  hukum tersebut

ditaatt.

yang  berlaku.
STATESkAMILE RENPYERShEator yang

S U NAM utKAJ.r.elWJ AIG Alikator
Y O @ty Ak Al Fodken  suatu

peraturan berlaku atau tidak dalam
masyarakat, sehingga seberapa jauh
kesadaran hukum dalam masyarakat

dapat dilihat dari pola perilaku hukum.
Dalam pemahaman kesadaran hukum positif
masyarakat tidak bisa berdiri sendiri dalam hal
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penegakan hukum harus ada peran sosialisasi yang
harus dilakukan oleh pembuat kebijakan hingga
peraturan itu sampai kepada masyarakat yang paling
terbawah sekalipun. Hukum positif bisa saja tidak
berjalan semestinya sesuai dengan kesadaran hukum
yang ada dimasyarakat, apabila peraturan yang
dibuat bertentangan dengan kebiasaan masyarakat
yang sudah adadebih dahuludaripada hukum tertulis
tersebut. Makin besar pertentangan antara kebiasaan
masyarakat dengan’ kebijakan yamng dibuat, maka
akan semakiny,sulit masyarakat@kan sadar hukum.

. Sistem Publikast

Dalam pendaftaran t@nah dikenal 2 (dua) macam

engan m publikasi

positi g andung di dalam
SEAT B AMIGLIMV-ERSILY hak yang
SUiINJAaNneMaLJAQA yang
Ymﬁk(]\rMyAselﬁrzAkReﬂ- pAak ketiga
bertindak atas bukti-bukti tersebut di atas,
mendapatkan perlindungan yang mutlak dari
pemerintah, biar pun di kemudian hari ternyata
keterangan yang tercantum di dalamnya tidak
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benar. Bagi mereka yang dirugikan akan
mendapatkan kompensasi dalam bentuk lain.?®
b. Sistem Publikasi Negatif
Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam sistem
publikasi negatif, sertifikat yang dikeluarkan
merupakan tanda bukti hak atas tanah yang kuat,
artinya semua keterangan yang terdapat di
dalam ' sertifiket: mempuiyal kekuatan hukum
dan harusyditefimal Sebagal keterangan yang
benag ofeh hakim,sselema“ tidak dibuktikan
sebalikinya.dengantalat pembuktian yang lain.?
Dalam sistem publikasi_negatif berlaku asas
Nemo "Plus™ Jurigfrartinya orang tidak dapat

m ak melebihi
yai.?’

F. Metode Pen
STAhirUSMANMEC WIBHEY ERSETYan hukum

aﬁUMpN)seKAMMGlA yang
— Y OGYAKARTA

2 Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia Suatu
Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, (Jakarta: Rajawali,
1989), him. 97.

% Soedikno Mertokusumo, Hukum dan Politik Agraria,
(Jakarta: Karunika-Universitas Terbuka, 1988), him. 97.

27 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah
Pembentukan Undang- undang Pokok Agraria Isi dan
Pelaksanaannya, him. 238.
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mengatur  aktivitas pergaulan manusia, yang
melibatkan aturan yang diberlakukan oleh Negara dan
komentar yang menjelaskan atau menganalisis
aturan.?® Penelitian hukum juga tidak terlepas dari
penyusunan Yyang dilakukan secara metodologis,
sistematis, dan konsisten. Metodologi berarti sesuai
dengan metode atau caradertentu, sedangkan sistematis
adalah berdasarkan suatu sistems-€an konsisten berarti
tidak adanyalhal-hal yang Dertéatangan dalam suatu
kerangka tertentu;?* Adapun metode, penelitian yang

digunakan pefyusun dalam penelittan ini adalah:

1. Jenis penelitian

penyusun
men m empirik.
Sum pirik  tidak
bertol Is, melainkan

S A G VERG R oo
SUNAN KALITAGA™
pv IB ﬁu n OA H]i_ elitian mi

adaian menggabungkan peneiitian empirik dengan

28 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet. Ke-2,
(Jakarta: Kencana, 2008), him. 29.

29 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:
Universitas Indonesia, 1981), him. 42.

% 1bid., him. 54.
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tinjauan kepustakaan. Penelitian ini  meninjau
mengapa masih banyak masyarakat Desa Ngalang
belum mendaftarkan tanahnya. Maka jenis

penelitian ini adalah yuridis-empirik

2. Sifat penelitian
Dalam penelitian ini  penyusun akan
menggunakan.sifat penelitian.deskriptif. Penelitian
deskriptif & ‘berfujtan, 1| amemperoleh  gambaran
(deskripsiydengkap “tentang keadaan hukum yang
berlaku divtempat tertentu. dan pada saat tertentu,
atau mengenai, gejala yurdis yang ada, atau

peristiwa Fhukumastertentu _Vang terjadi dalam

n di Desa

ari,  Kabupaten
G UAGKE A5 bAMUCJABNVARR BEEY N galang®

SELJ NAN K\AMI,TAGAumIah
KN 6 GY AR R Acian k-

laki: 4249 dan perempuan 4423.

31 Johannes Supranto, Metode Penelitian Hukum dan
Statistik, cet. Ke-1 (Jakarta: Penerbit Rinek Cipta, 2003), him. 3.

32 hitps://ngalang-gedangsari.desa.id/first/wilayah diakses
pukul 14:23 tanggal 05 April 2019
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Peneliti akan mengambil 2 dusun untuk

mewakili kepentingan penelitian ini, yaitu:

(1) Kenteng memiliki 7 RT, 201 KK, jumlah
jiwa 591 dengan laki-laki: 288 dan
perempuan 303

(2) Nglaran memiliki 5 RT, 285 KK, jumlah
jiwa 849 _,dengan laki-laki 421 dan

perempuan 428

. Sumber Data

Sumber: data dalam penelitian ini akan
dibagi menjadiduayaitu: dataprimer dan didukung
dengan data Sekunder.Data | primer diperoleh

langsung  dilapangan”™ melalui” kuisioner dan

responden
under akan

tau  literatur,
uran perundang-
uné] JrEl Mt!QhMaWub}{rER%le objek

YOGYAKARTA

a. Data primer
Pengambilan data primer digolongkan
secara wilayah yaitu Desa Ngalang, Kecamatan
Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul. Penarikan
sampel pada warga Desa Ngalang dilakukan
dengan menggunakan teknik non probability



27

sampling. Non probability sampling tidak
memberikan kesempatan yang sama bagi setiap
elemen populasi untuk dijadikan sampel. Jenis
Sampling yang digunakan adalah purposive
sampling, yaitu penarikan sampling berdasarkan
pertimbangan penyusun dengan berbekal
pengetahuan yang, cukup tentang populasi.®®
Setiap respenden yang,dipilih dianggap mampu
memberikan jawaban akurat terkait masalah
yang diteliti serta dapat mewakili warga Desa
Nogalang<lainnya; berdasarkan kriteria (secara
kumulatif).yang ditentukan oleh penyusun untuk

dijadikansampeliadapun kriteria tersebut adalah

seseorang dalam
STATE ISbANHGIAI NIVMERS T Ynasyarakat

S U NAleKAI_ IJIILAGAmpati
Y O G A A RoifoA  dalam

masyarakat perkampungan tua yang
bersifat informal, dalam hal ini

adalah kepala organisasi tradisional,

3 Maria SW Sumardjono, Metode Penelitian limu Hukum,
(‘Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), him. 23.
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kepemudaan, imam Masjid atau
Pendeta;

2) Memiliki pengetahuan yang cukup
mengenai sejarah, perkembangan,
serta keadaan Desa Ngalang pada
saat ini, khsusunya yang berkaitan
dengan,hak pendaftaran tanah;

3)-Belum pernah mendaftarkan

tanahnya.

Adapun<bahan. hukum primer lainnya
selain‘wawancara. yaitusKetentuan dan regulasi

hukum__yanga'mengatur _terkait pertanahan

la gai berikut:

r 5 Tahun

asar Pokok-

ia®
STATEISPAMIG) UMNMNERSIT Y omor 4

SUNAN.KALHAGA cun
Y O G YA KkAUR Fandinan, dan

Hak Pakai Atas Tanah;

3) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah;
b. Data Sekunder
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Data sekunder adalah data yang
melengkapi data primer. Data sekunder disini
berupa buku-buku literatur, kamus, karya-karya
ilmiah tentang hukum yang sudah diterbitkan
dan browsing diinternet. Semua data sekunder
yang akan dihadirkan adalah data yang akan
berkaitan dengan penelitian ini.

1)-Metode Pengumpulan Data

Menuiut: Rusdi = Pohan, Teknik
pengumpulan data smerupakan cara
yang .dipakaizuntuk mengumpulkan
infermasiy #atau || fakta-fakta  di
lapangan” Dalam™pengumpulan data
dilakukan

an  penelitian

STATE ISLAMIGs I NBARRSKT Y rvey atau

SU NAN)ralgAllarl ]AGA Desa
Y O G Yooledd AxiuFyA  Dusun

Kenteng, penyusun  menggali
informasi  guna  menemukan
permasalahan  dalam masih
minimnya masyarakat memiliki
sertifikat hak milik atas tanah.

Setelah ditemukan permasalahan
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selanjutnya penyusun mengumpul-
kan berbagai literatur baik itu
berupa buku, Peraturan
Perundang-undangan maupun
karya llmiah para Sarjana yang
berhubungan dengan
permasalahan yang akan di teliti
oleh penyusuii.
p) Wawancara

Wawancara  dilakukan  untuk
memperolen ¢ penjelasan  dari
responden . dan  narasumber.
Wawancara  merupakan proses

gan untuk

tanya jawab
a  dengan

un  narasumber
STATE ISLAMUEen UNKWERSKY panduan

S U N A Nva\KA!E“I bA(G elalui
Y O G YvohakrAeRrufiuAdan tidak

terstruktur.  Adapun  muatan-
muatan yang akan ditanyakan

% Hadadi Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial,
(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), him. 100.
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kepada responden, sebagai berikut:

1) Bagaimana tanggapan tentang
sertifikat tanah?

2) Apa pentingnya sertifikat bagi
kehidupan?

3) Apakah mengetahui bagaimana
cara  mendaftarkan  tanah
dengan.prosedur yang telah
diatur?

A)< Apassaja kendala yang dialami

saat ingin.mendaftarkan tanah?
5) | Apa saja.akibat jika tanah tidak
didlaftarkan?

melakukan
dengan cara

ata-data  tertulis
STATE ISLAMUBCaUANIVERSH ¥ertanahan

S U NANBFIGA lLaIi]AGAJpaten
Y O G Yool daEnoAadat yang
belum di sertifikatkan, dan data
luas/bidang tanah yang ada di Desa
Ngalang baik yang sudah terdaftar
di BPN maupun yang belum

terdaftar.

2) Teknis Analisis Data
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Data yang diperoleh dari hasil
penelitian berupa data hasil studi
lapangan (primer) dan data hasil
penelitian pustaka (sekunder)
dianalisis dengan  menggunakan
metode analisis kualitatif untuk
menjawab permasalahannya secara
geskriptif. L Analisis penelitian ini
akan = dilekukan = dengan metode
aeskriptifckualitatif, Logika yang
digunakan tdalam  menganalisis
adalah Togika induktif yaitu menarik
kestmpulan-Khusus menjadi umum.

n dijelaskan

gan bahasa
tidak
a vyang susah

STATE ISELAMEE: U V&R bYhasa yang

S U NAMU&A LJ)}AEG’A nya
Y O Gy AnKeATRydikA data-data

yang sudah dikumpulkan dengan
bahasa narasi yang sederhana namun
dapat dimengerti oleh pembaca.
G. Sistematika Pembahasan
Dalam pemabahasan penelitian ini penyusun

akan menyusun materi-materi skrispi yang termuat
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dalam lima bab, dalam setiap bab akan ada sub
pembahasan. Hal ini akan  mempermudah
pemabahasan terhadap masalah yang akan dibahas.
Penyusun akan berusaha menyusun bab-bab dalam
skripsi ini secara sistematis. Adapun rincian
pembahasan tersebut, sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan dari
karya ilmiah Ini.yang beristkan-latar belakang masalah
yang menjadi alasan penelitian sni dilakukan, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, selanjutnya
ada telaah pustaka yang menjadi bahan pembanding
dengan karya ilmiah lainnya agar tidak terjadi plagiasi
penuh, kerangka teoritikyang menjadi pisau bedah
has, metode

Administras e n hokum dan

kesadabA R SLAMI GebINANVERSIT N ini.

S UENAN c ICA L A G Antang
kond @evEh ¥saAdiland, §adfanMosiologis,
Kantor Administrasi BPN Kabupaten Gunungkidul
dan hal-hal yang akan berkaitan dengan obyek
penelitian.

Bab keempat penyusun akan menguraikan hasil
dan analisa mengapa masih banyak masyarakat Desa

Ngalang  belum  memiliki  sertifikat  tanah,



34

mempaparkan kendala-kendala apa saja yang dihadapi
masyarakat Desa Ngalang kenapa belum mendaftarkan
tanahnya.

Bab kelima penutup yang berisi kesimpulan
dari keseluruhan pembahasan yang diuraikan dari bab
pertama sampai bab keempat. Kesimpulan pada bab ini
akan menjawab dari rumusan masalah yang diangkat
oleh penyusunsselain kesimpulan, bab ini juga
memuat  saran=sarai- _yang. - diharapkan  dapat

menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Qi)
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas
tentang sertifikasi Hak atas Tanah di Desa Ngalang,

Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul,

maka penyusui.menarik kesimpulan:

1. bahwa tidak' ditetapkannyas.Desa Ngalang sebagai
Desa penefima Progrdm Pendaftaran Tanah secara
sistematis»berdasarkan Peraturan Menteri No. 6
Tahun 2018 Jentang Pehdaitaran Tanah Sistematis
dikarenakan__Pemerintaiy’ “Desal Ngalang tidak

ermolionan Pendaftaran

Tan i da Badan

disaat i galang sedang

ad%TF/’{fPée‘igﬁ%&’ﬁl@”l‘?&ﬁ'ﬁ&s?‘ﬁ?:a“:arzzz
SONAN KAITAGE:
Tahun ZU11 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 — 2030.

2. Adapun dampak yang ditimbulkan akibat tidak
memiliki sertifikat hak milik atas tanah dari segi

hukum adalah tidak adanya jaminan kepastian

hukum kepada masyarakat yang rentan akan konflik

140
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pertanahan. Dari segi sosial dan ekonomi adalah
masyarakat Desa Ngalang masih terhambat untuk
dapat mengembangkan usaha mikro dikarenakan jika
masyarakat Desa Ngalang mempunyai sertifikat hak
milik atas tanah, maka mereka akan mudah untuk
menggadaikannya untuk dijadikan modal usaha.
Semakin ramainya lalu,lintas yang dilalui di wilayah
Desa Ngalang.seharusnya 4nemiliki nilai tambah
terhadap masyarakat
B. Saran
Berdasarkan hasil peneiitianidan analisis yang
telah dikemukakan - pada; bab ' sebelumnya, maka

penyusun memberikanfsaran” yang bertujuan untuk

anah secara

sebaiknya
STAFEEnlJ&I;aWH@ Erxll ke Kantor

SUNAN KAELL)

Y2(Day YA nkKoAaR Ta@ secara
sporadis, pemerintah juga turut aktif
memberikan edukasi dan sosialisasi yang
massif kepada masyarakat Desa Ngalang,
baik melalui media sosial, ataupun selebaran
— selebaran brosur hingga informasi tentang
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murahnya pendaftaran tanah itu sampai
kepada masyarakat.

3. Masyarakat, pemerintah desa dan Kantor
BPN harus meningkatkan pola komunikasi
agar informasi — informasi terkait
pendaftaran tanah bisa lebih mudah

dipahami olehsmasyarakat umum.

Qi)
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